BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang

Ketenagakerjaan merupakan segala hal yang berhubungan dengan tenaga
kerja pada waktu sebelum, selama dan sesudah masa kerja, begitu juga dengan
pengertian ketenagakerjaan menurut undang undang No.13 tahun 2003 yakni
tenaga kerja yang dimaksud disini didefinisikan sebagai setiap orang yang mampu
melakukan pekerjaan yang menghasilkan barang dan/atau jasa yang berguna bagi
dirinya sendiri ataupun masyarakat secara umum. *

Hingga saat ini Indonesia masih mengalami masalah ketenagakerjaan
seperti masih rendahnya kualitas tenaga kerja, jumlah tenaga kerja yang tidak
sebanding dengan kesempatan kerja,dan masalah klasik yaitu tingkat
pengangguran di Indonesia. Tepat februari 2019 angka tenaga kerja menurut
badan pusat statistik sebanyak 136,18 Jiwa. Angka tersebut mengalami penaikan
sebesar 2,24 juta orang dibanding tahun 2018 di bulan yang sama. Kabar baiknya
angka pengangguran di bulan februari 2019 menurun menjadi 5,01 persen dari
periode sebelumnya. Dan masih banyak hal yang perlu dibenahi agar dapat
mengatasi masalah-masalah diatas. Pembangunan sumber daya manusia,
pengembangan industri kreatif dan program yang mendukung usaha Kkecil
menengah bisa menjadi salah pilihan dalam mengatasi permasalahan diatas. 2

Tenaga kerja (manpower) adalah seluruh penduduk dalam usia kerja

(berusia 15 tahun atau lebih) yang potensial dapat memproduksi barang dan jasa.

1 https://jojonomic.com/blog/pengertian-ketenagakerjaan/, Diakses 9 Mei 2020
2 Opcit, https://jojonomic.com/blog/pengertian-ketenagakerjaan/, Diakses 9 Mei 2020
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Sebelum tahun 2000, Indonesia menggunakan patokan seluruh penduduk berusia
10 tahun ke atas ( lihat hasil sensus penduduk 1971, 1980, dan 1990). Namun
sejak sensus penduduk 2000 dan sesuai dengan ketentuan Internasional, tenaga
kerja adalah penduduk yang berusia 15 tahun atau lebih. Sekarang ini banyak
orang kehilangan pekerjaan tapi tidak sedikit yang membutuhkan pekerjaan guna
mencukupi kebutuhan dan keadaan ekonomi yang sedang terpuruk. Banyak
perusahaan — perusahaan merumahkan karyawannya karena tidak sanggup untuk
menggaji mereka.

Sangat wajar jika kita sering melihat atau mendengar berita/informasi jika
para buruh/pekerja melakukan demonstrasi. Karena para buruh dan karyawan
menganggap mereka diperlakukan tidak adil. Perbuatan itu dilakukan karena
mereka menuntut pasangon yang harusnya menjadi haknya malah tidak dibagikan,
dan ada juga yang menuntut kenaikan gaji karena tidak sesuainya gaji yang
mereka terima dengan keadaan ekonomi saat ini. Alasan lain dikarenakan apa
yang mereka dapat tidak sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati antara
buruh/pekerja dengan perusahaan tempat mereka bekerja. Hal biasa terjadi,
mungkin juga karena ketidaktahuan buruh/pekerja tentang peraturan dan
perjanjian kontrak yang telah mereka sepakati atau memang perusahaan yang
bertindak sewenang — wenang. Semua permasalahan tentang pekerjaan sudah

diatur dalam undang — undang ketenagakerjaan ini. Dengan adanya undang —

3 R Nathan DKk, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan,
(‘Yogyakarta, Percetakan Galangpress, 2008), him 97



undang ini baik buruh/pekerja dan perusahaan tempat anda bekerja tidak bisa
bertindak sewenang — wenang. *

Hubungan industrial merupakan suatu sistem hubungan yang terbentuk
antara para pelaku dalam proses produksi barang dan/atau jasa yang terdiri dari
unsur pengusaha, pekerja/buruh,dan pemerintah yang didasarkan pada nilai-nilai
Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, °
Dari ketiga unsur tersebut tentu sangat memengaruhi pelaksanaan hubungan
industrial, baik dalam perspektif sistem maupun dalam perspektif kepentingan. ©
Dalam perspektif sistem, masing-masing pihak memiliki keterkaitan yang sangat
erat, oleh sebab itu antar pihak harus bersinergi dengan baik karena jika tidak
akan menggangu keharmonisan dalam hubungan industrial. © Dalam perspektif
kepentingan tentu masing-masing pihak memiliki kepentingan yang harus
dipelihara bersama antara lain: Kepentingan Pemerintah melakukan peningkatan
devisa dan stabilitas nasional; 1) Kepentingan Pengusaha terjaminnya usaha dan
peningkatan keuntungan perusahaan; 2) Kepentingan Pekerja kelangsungan
bekerja dan peningkatan kesejahteraan. ® Sinergi antara pengusaha dan pekerja
merupakan tujuan ideal yang hendak dicapai agar terjadi hubungan yang harmonis
antara pekerja dan pengusaha, karena tidak dapat dipungkiri bahwa hubungan
antara pekerja dan pengusaha adalah hubungan yang saling membutuhkan dan

saling mengisi satu dengan yang lainnya. Pengusaha tidak akan dapat

4 Ibid, hlm 100

5 lbid., him. 11

® Abdul Khakim, Dasar-Dasar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, Bandung: PT.Citra
Aditya Bakti, 2014, him. 80

" lbid., him.81

8 1bid



menghasilkan produk barang atau jasa jika tidak didukung oleh pekerja, demikian
pula sebaliknya.

Kemudian Pemerintah juga harus memiliki sinergi dengan Pengusaha
maupun Pekerja karena memiliki kepentingan secara tidak langsung sebagai
sumber penerimaan pajak. Tata cara pelaksanaan kepentingan pengusaha, pekerja,
dan pemerintah (Para Pihak) dalam Hubungan Industrial lebih lanjut dibagi sesuai
peranan masing-masing. Peran Para Pihak dalam pelaksanaan Hubungan
Industrial sebagai berikut:®

1. Pemerintah, mempunyai fungsi menetapkan kebijakan, memberikan
pelayanan, melaksanakan pengawasan dan melakukan penindakan
terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan;

2. Pekerja dan Serikat Pekerja mempunyai fungsi menjalankan pekerjaan
sesuai dengan kewajibannya, menjaga ketertiban demi kelangsungan
produksi, menyalurkan aspirasi secara demokratis, mengembangankan
keterampilan dan keahliannya, serta ikut memajukan perusahaan dan
memperjuangkan kesejahteraan anggota beserta keluarganya;

3. Pengusaha dan organiasasi pengusaha, mempunyai fungsi menciptakan
kemitraan, mengembangkan usaha, memperluas lapangan Kkerja, dan
memberikan kesejahteraan pekerja secara terbuka, demokratis dan
berkeadilan.

Pelaksanaan hubungan industrial di perusahaan selalu dipengaruhi oleh

dinamika masyarakat sehingga dalam pelaksanaannya selalu menghadapi

® Ibid.,



tantangan dan rintangan dan berpengaruh pada kondisi hubungan kerja.l°
Hubungan Pekerja (Employee Relation).Hubungan pekerja menurut Rivai
meliputi: 1) upaya untuk mening-katkan kualitaskehidupan kerja (quality of work
life) yang lebih baik; 2) bagaimana manajemen dan departemen sumber daya
manusia mempengaruhi kualitas kehidupan kerja; 3) bagaimana peran depar-
temen sumber daya manusia dalam berkomu-nikasi; dan 4) mengkaji
kemungkinan adanya perbedaan antara disiplin preventif dan disiplin korektif.
Salah satu segi hubungan antara peru-sahaan dengan karyawan lazim dikenal
dengan istilah hubungan pekerja. Pemeliharaan hu-bungan pekerja dalam rangka
keseluruhan proses manajemen sumber daya manusia ber-kisar pada pemikiran
bahwa hubungan yang serasi dan harmonis antara manajemen dengan karyawan
yang terdapat dalam perusahaan mutlak perlu ditumbuhkan, dijaga dan di-pelihara
demi kepentingan bersama dalam perusahaan. Kekurang berhasilan memelihara
hubungan yang serasi dan harmonis itu akan merugikan banyak pihak dan tidak
terbatas hanya pada pihak manajemen dan pekerja saja. **

Seiring dengan hadirnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11
Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja tentunya telah merubah arah pengaturan sistem
ketenagakerjaan di indonesia dikarenakan dalam regulasi tersebut mengunakan
sistem omnibus law atau mengintegrasi beberapa peraturan yang bersamaan

menjadi satu kesatuan dalam sebuah regulasi.

10 Andari Yuriko, “Rancang Bangun Hubungan Industrial Direktorat Jenderal Pembinaan
Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja”, Jakarta, 14 Juli 2009, him.1
Uhttps://publikasiilmiah.ums.ac.id/bitstream/handle/11617/4473/4.pdf?sequence=1&isAllo
wed=y, Diakses 13 Mei 2020
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Perubahan tersebut terjadi pula pada undang-undang ketenagakerjaan, yang
diamana dengan hadirnya regulasi terbaru ini ada beberapa ketentuan yang
merubah ketentuan sebelumnya. Baik itu dari segi pengangkatan karyawan,
pemberhentian, maupun pengaturan lainnya.

Perusahaan merupakan suatu bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak,
milik orang perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik
swasta maupun milik negara yang mempekerjakan pekerja buruh dengan
membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain. Perusahaan juga merupan usaha-
usaha sosial dan wusaha-usaha lain yang mempunyal pengurus serta
mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk
lain.

Belakangan ini Banyaknya Kasus Perusahaan, baik Swasta dan anak
perusahaan BUMN, meyalahgunakan kewenangan untuk mencari ke untungan,
salah satu adalah dengan memanupulasi sistem pekerja kontrak dan sitem pekerja
outsore, yang dianggap untuk mencari keuntungan, dilapangan setiap pekerja
kontrak dan oustsore menerima pendidikan gratis di perusahaan , namun dengan
berjalanya waktu masa kontrak habis, seperti yang di atur dalam undang
ketenagakerjaan habis, pegawai tersebut dibuat surat resain surat pengunduran diri
yang tanda tangani atasan, kemudian disuruh untuk melamar ulang ke perusahan
tersebut, sehingga di buat PKWT baru, untuk di kontrak ulang tanpa status
diangkat menjadi pegawai tetap , seperti yang diatur pada UU No 11 tahun 2020,
setelah 5 tahun, untuk menhindari pengeluaran besar pada perusahaan, biasanaya

perusahaan melakukan kontrak ulang dengan cara sama, karena dalam



pengangktann pegawai tetap perusahan harus banyak mengeluarkan biaya baik
tunjagan, asuransi, bonus.

Namun meskipun dengan hadirnya sebuah pereturan terabaru belum juga
menggarasikan terjaminnya tidak terjadinya suatu penyimpangan dalam praktek
ketenagakerjaan dalam sebuah perusaahan. Hal ini dapat dilihat pada sebuah
perusahaan besar di jakarta yang bergerak di bidang jasa dan keamanan. Hal ini
dapat kita lihat pada prkatek sebuah PT Y XZ.

Dalam prateknya telah terjadi penyalahgunaan penereapan sistem PKWT
pada pekerja kontrak yang dimana seharusnya di dalam undang-undang cipta
kerja seharusnya setelah 5 tahun bekerja dilakukan pengangkatan pegawai tetap.
Namun yang terjadi adalah karyawan yang bersangkutan dilakukan perjanjian
sebagai magang yang diperpnjang setiap 3 bulan, tentunya hal tersebut tidak
sesuai dengan regulasi yang ada.

Berdasarkan uraian' latar belakang masalah diatas maka penulis sangat
tertarik membuat judul tesis tentang Analisis Yuridis Perubahan Status
Karyawan Kontrak Menjadi Karyawan Magang Ditinjau Berdasarkan
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta

Kerja (Studi Penelitian PT XYZ di Jakarta)



B. Rumusan Masalah :

1. Bagaimana tinjauan yuridis perlindungan hukum bagi pekerja kontra menjadi
karywan magang pada PT XYZ ?

2. Faktor apa yang mempengaruhi perubahan status karyawan kontrak menjadi
karyawan magang ditinjau dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
Tentang Cipta Kerja ?

3. Bagaimana perbandingan perubahan status karyawan kontrak menjadi
karyawan magang berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
Tentang Cipta Kerja dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang

Ketenagakerjaan ?



C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
a. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui tinjauan yuridis perlindungan hukum bagi pekerja
kontra menjadi karywan magang pada PT XYZ.

2. Untuk mengetahui Faktor apa yang mempengaruhi perubahan status
karyawan kontrak menjadi karyawan magang ditinjau dari Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.

3. Untuk Mengatahui perbandingan perubahan status karyawan kontrak
menjadi karyawan magang berdasrakan Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun
2003 Tentang Ketenagakerjaan

b. Manfaat Penelitian

Kemudian berdasarkan tujuan penelitian yang hendak dicapai tersebut maka

manfaat yang diharapkan adalah:

1. Manfaat Secara Teoritis
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pemikiran dalam
upaya mengembangkan ilmu hukum khususnya di bidang
ketenagakerjaan serta sebagai bahan referensi bagi akademisi maupun
kepustakaan.

2. Manfaat Secara Praktis
Manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi evaluasi dalam hal
penerapan hubungan kerja. Manfaat dari penelitian ini juga diharapkan

dapat memberikan pemikiran dalam pengembangan ilmu pengetahuan
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khususnya kepada materi ketenagakerjaan. Serta Manfaat dari penelitian
ini diharapkan dapat menjadi bahan rujukan dan kepustakaan bagi
mahasiswa di kalangan kampus, pelaku usaha, aparatur pemerintah dan

penegak hukum atau praktisi hukum lainnya.

D. Kerangka Teoritis dan Kerangka Konseptual
1. Kerangka Teoritis

Kerangka teori adalah tinjauan pustaka, kerangka pemikiran, konsep dan
sebagainya. Berbagai istilah tersebut pada dasarnya sama maksud dan maknanya,
hanya mungkin ada yang lebih luas dan yang lain lebih sempit kajiannya. Akan
tetapi isi dari kerangka teori adalah konsepsi-konsepsi, teori-teori, pandangan,
penemuan yang relevan.*? Penulis maksudkan disini meliputi konsepsi-konsepsi,*
teori-teori dan penemuan yang relevan dengan pokok permasalahan. Dalam
penulisan ini, terdapat 3 (tiga) teori yang digunakan, yaitu:

a) Teori Asas-Asas Hukum Perjanjian

Asas-asas hukum perjanjian diatur dalam KUH Perdata merupakan landasan
yang paling luas bagi lahirnya suatu peraturan hukum. Ini berarti bahwa

peraturan-peraturan hukum pada akhirnya dapat digambarkan dengan asas-asas

2 Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Emipiris,
cetakan ke 1, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010, him. 92
Menurut Kamus Besar Bahasa Indoneisa, Konsepsi ialah pendapat (paham); rancangan (cita-
citadsb)ygtelahadadalampikiran;
“http://kamusbahasaindonesia.org/konsepsi#ixzz202ejOhEi”, diakses 10 Mei 2020
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tersebut. Hukum perjanjian dikenal dengan 5 (lima) asas penting yaitu sebagai
berikut:*

1. Asas kebebasan berkontrak (freedom of contract). Dapat dianalisis dari
ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang berbunyi “Semua
perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi
mereka yang membuatnya.”'® Berdasarkan asas kebebasan berkontrak,
maka orang pada asasnya dapat membuat perjanjian dengan isi yang
bagaimanapun juga, asal tidak bertentangan dengan undang-undang,
kesusilaan dan ketertiban umum.

2. Asas konsensualisme (concensualism). Asas konsensualisme mempunyai
arti yang terpenting, bahwa untuk melahirkan perjanjian cukup dengan
sepakat saja dan bahwa perjanjian itu (dan perikatan yang ditimbulkan
karenanya) sudah dilahirkan pada saat atau detik tercapainya konsensus.
Untuk terjadinya sebuah persetujuan pada umumnya persesuaian
kehendak yang memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu adalah sebuah
kontrak yang sah - menurut hukum. Asas konsensualisme dapat
disimpulkan dalam Pasal 1320 ayat (1) KUH Perdata. Pada pasal tersebut
ditentukan bahwa salah satu syarat sahnya perjanjian adalah adanya kata
kesepakatan antara kedua belah pihak.

3. Asas pacta sunt servanda. Baik dalam sistem terbuka yang dianut oleh

hukum perjanjian ataupun bagi prinsip kekuatan mengikat, Pasal 1338

14 galim H.S, Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak, Jakarta: Sinar
Grafika, 2010, him. 9.

15 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), Terjemahan R. Subekti
dan R. Tjitrosudibio, Cet. 34, (Jakarta : Pradnya Paramita, 2004) Pasal 1338 ayat (1)
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ayat (2) KUH Perdata: “Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain
dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang
ditentukan oleh undang-undang.!® Adagium (ungkapan) pacta sunt
servanda diakui sebagai aturan bahwa semua persetujuan yang dibuat
oleh manusia secara timbal-balik pada hakikatnya bermaksud untuk
dipenuhi dan jika perlu dapat dipaksakan, sehingga secara hukum
mengikat. Dengan kata lain, perjanjian yang diperbuat secara sah berlaku
seperti berlakunya undang-undang bagi para pihak yang membuatnya
(Pasal 1338 ayat (1) dan ayat (2) KUH Perdata. Artinya, para pihak harus
mentaati apa yang telah mereka sepakati bersama.

4. Asas itikad baik. Dalam Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata, disebutkan
“pahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.'’

5. Asas kepribadian (personality). Asas kepribadian tercantum dalam Pasal
1340 KUH Perdata: Suatu perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak
yang membuatnya.

b). Teori Kepastian dan Teori Keadilan

Kepastian Hukum adalah aliran pemikiran positivistis di dunia hukum, yang

cenderung melihat hukum sebagai kumpulan aturan.’® Setelah adanya kepastian
hukum maka tahap selanjutnya yaitu keadilan dan hukum merupakan satu
kesatuan yang utuh dan tidak bisa dipisahkan satu dengan lainnya, sering

diibaratkan sebagai satu mata uang dengan satu sisi sebagai keadilan dan satu sisi

16 |bid., Pasal 1338 ayat (2)
7 Ibid., Pasal 1338 ayat (3)
18 1bid., Pasal 1340
19 Ali Achmad, Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis), (Jakarta:
Penerbit Toko Gunung Agung, 2002), him.82.
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sebagai hukum dalam penerapan keadilan merupakan cerminan dari fungsi
hukum.?

Penegakan hukum pada kalanya dihadapkan pada pertentangan antara
keadilan dengan kepastian hukum, memang idealnya kepastian hukum sejalan
dengan keadilan, namun dalam prakteknya terkadang harus memilih salah satu
dari keduanya.?! Menurut Plato, keadilan dapat terwujud apabila negara dipimpin
oleh aristokrat (filusuf), namun dengan tidak dipimpinnya negara oleh aristokrat
maka negara membutuhkan hukum untuk terciptanya keadilan bagi masyarakat?.
Pengertian keadilan menurut Aristoteles, mencangkup 3 bagian yang
dikategorikan yaitu sebagai berikut:*

1. Keadilan berbasis kesamaan

Keadilan ini bermula dari prinsip bahwa hukum mengikat semua orang,
sehingga keadilan yang hendak dicapal oleh hukum dipahami dalam pengertian
kesamaan. Kesamaan ini ada dua, 'yaitu kesamaan numerik dan kesamaan
proporsional. Keadilan numerik ini berprinsip pada persamaan derajad bagi setiap
orang di depan hukum, sedangkan kesamaan proporsional adalah memberikan
setiap orang apa yang menjadi haknya.

2. Keadilan distributif

Keadilan distributif ini identik dengan keadilan proporsional. Keadilan
distributif berpangkal pada pemberian hak sesuai dengan besar kecilnya jasa. Jadi

keadilan tidak didasarkan pada persamaan, melainkan proporsionalitas, misalnya

20 Mahrus Ali, Membumikan Hukum Progresif, cetakan ke 1, Yogyakarta: Aswaja
Presindo, 2013, him. 1
2 |bid.,
22 |bid., h. 2-3
2 1bid., h. 3.
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seorang profesor yang bekerja pada instansi tertentu berhak menerima gaji lebih
besar dibanding dengan seorang yang hanya lulusan SLTA yang bekerja pada
instansi yang sama.

3. Keadilan korektif

Fokus pada keadilan ini adalah pembetulan sesuatu yang salah, misalnya
jika terjadi suatu kesalahan yang berdampak kepada kerugian bagi orang lain,
maka harus diberikan kompensasi bagi yang dirugikan tersebut. Jadi keadilan
korektif ini merupakan standar umum untuk memulihkan akibat dari suatu
kesalahan.

c) Teori Penafsiran Hukum

Setiap peraturan perundang-undang yang tertulis membutuhkan penafsiran,
urgensi penafsiran undang-undang tidak bisa disangah oleh siapapun, akan tetapi
selalu diakui oleh siapapun.?* Untuk. mencapai kehendak dari pembuat undang-
undang serta dapat menjalankan undang-undang sesuai dengan kenyataan sosial,
hakim menggunakan beberapa metode penafsiran, yaitu:

1. Menafsirkan undang-undang menurut arti perkataan (istilah) atau biasa

disebut penafsiran gramatikal.
2. Menafsirkan undang-undang menurut sejarah atau penafsiran historis.
3. Menafsirkan undang-undang menurut sistem yang ada di dalam hukum

atau biasa disebut dengan penafsiran sistematik.

24 P,AF Lamintang, Dasar Dasar Hukum Pidana Indonesia, cetakan ke 3, Bandung:
PT.Citra Aditya Bakti, 1997, him.39

% Yudha Bhakti Ardhiwisastra, Penafsiran Dan Konstruksi Hukum, cetakan ke 1, Bandung:
Alumni, 2000, him. 9-12
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4. Menafsirkan undang-undang menurut cara tertentu sehingga undang-
undang itu dapat dijalankan sesuai dengan keadaan sekarang yang ada di
dalam masyarakat, atau biasa disebut dengan penafsiran sosiologis atau
penafsiran teleologis.

5. Penafsiran otentik atau penafsiran secara resmi.

6. Penafsiran interdisipliner yaitu penafsiran yang biasa dilakukan dengan
suatu analisis masalah yang menyangkut berbagai disiplin ilmu hukum.

7. Penafsiran multidisipliner ialah penafsiran yang berada dalam rumpun
disiplin ilmu yang bersangkutan.

8. Penafsiran Antisipatif atau Futuristik i1alah penafsiran atau meotode
penemuan hukum yang bersifat antisipatif dari penjelasan undang-
undang yang berpedoman pada undang-undang yang belum mempunyai
kekuatan (berlaku) hukum.?

2. Kerangka Konseptual
Kerangka konsep dari penelitian int bertujuan untuk melihat adanya
keterkaitan antara teori satu dengan teori lainnya. Dan kerangka ini didapatkan
dari konsep-konsep yang semaksimal mungkin diperoleh dari definisi yang
diberikan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau diambil dari ilmu
pengetahuan.
Ilmu pengetahuan pada hakekatnya timbul, oleh karena adanya hasrat ingin

tahu dalam diri manusia.?’ Hasrat ingin tahu tersebut timbul, antara lain, oleh

% pontang Moerad, Pembentukan Hukum Melalui Putusan Pengadilan Dalam Perkara
Pidana, cetakan ke 1, Bandung: Alumni, 2005, him. 94
27 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, cetakan ke 3, Jakarta: Universitas
Indonesia (Ul-Press), 2012, him. 1
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karena banyak hal-hal aspek-aspek kehidupan yang masih minim bagi manusia,
dan manusia ingin mengetahui segi kebenaran daripada kegelapan tersebut.?®
Perubahan masyarakat ke arah yang lebih baik dan maju tersebut ditandai dengan
upaya-upaya yang dinamis dari setiap manusia sebagai warga masyarakat untuk
menemukan jawaban yang benar bagi setiap persoalan yang dihadapi dalam
kehidupannya.?® Penelitian hadir untuk mengakomodir hasrat yang timbul untuk
menemukan jawaban yang benar dan tepat dari setiap persoalan yang dirasa
masih minim dan ingin mengetahui isi kebenaran daripada kegelapan tersebut.
- Ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga
kerja pada waktu sebelum, sesudah, selama, dan sesudah masa kerja. *°
- Karywan Kontrak adalah karyawan yang bekerja pasa suatu instansi
dengan kerja waktu tertetnu yang didasari atas suatu perjanjian atau
kontrak dapat juga disebut dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu
(PKWT), yaitu perjanjiann kerja yang didasarkan suatu jangka waktu
yang diadakan untuk palinglama 2 tahun dan hanya dapat diperpanjang 1
kali untuk jangka waktu maksimal 1 tahun (Undang-Undang RI
ketenagakerjaan 2003 dalam pasal 59 ayat 1) .
- Karyawan Magang adalah seseorang yang mayoritas adalah anak-anak
muda yang masih memiliki semangat tinggi dan antusiasme terhadap

sebuah bidang pekerjaan. 3!

28 bid.,
2 Tommy Hendra Purwaka, Metodologi Penelitian Hukum, (Jakarta: Universitas Atma
Jaya, 2007), him. 5
30 Opcit, R Nathan Dkk, him 97
31 https://www.mas-software.com/blog/karyawan-magang-adalah, di akses pada 12
september 2022
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- Hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan
pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur
pekerjaan, upah, dan perintah.

- Perjanjian kerja adalah perjanjian antra pekerja/buruh dengan pengusaha
atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban
para pihak.

- Hubungan industrial adalah suatu sistem hubungan yang terbentuk antra
para pelaku dalam proses produksi barang dan/atau jasa yang terdiri dari
unsur pengusaha, pekerja/buruh,dan pemerintah yang didasarkan pada
nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.

- Perselisihan kepentingan adalah perselisihan yang timbul dalam
hubungan kerja karena tidak adanya kesesuain pendapat mengenai
pembuatan, dan/atau perubahan syarat-syarat kerja yang ditetapkan
dalam perjanjian kerja, atau peraturan prusahaan, atau perjanjian kerja
bersama.

- Perusahaan adalah:

a. Setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang
perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik
swasta maupun milik negara yang mempekerjakan pekerja/buruh

dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
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b. Usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus
dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan
dalam bentuk lain.

E. Metode Penelitian
1. Jenis Penelitian

Penelitian hukum adalah seluruh upaya untuk mencari dan menemukan
jawaban yang benar (right answer) dan/atau jawaban yang tidak keliru (true
answer) terhadap suatu permasalahan, untuk menjawab segala macam
permasalahan hukum diperlukan hasil penelitian yang cermat dan sahih untuk
menjelaskan dan menjawab permasalahan yang ada.*?

Sebagai ilmu normatif, ilmu hukum dipahami sebagai ilmu yang menelaah
hukum sebagai kaidah atau sistem | kaidah-kaidah dengan dogmatik hukum
sehingga dapat dipahami dengan jelas hukum sebagai ilmu kaidah.>

2. Sumber Data

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu hukum positif, hukum yang diberlakukan saat ini
atau ius costitutum antara lain: 34

a. Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek);

b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang
Ketenagakerjaan.

c. Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang

Cipta Kerja

32 Zainudin Ali, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), him18
33 Soedjono Dirdjosisworo, Pengantar Ilmu Hukum, (Jakarta, Rajawali Pers, 2013), him 82
34 Opcit, Tommy Hendra Purwaka, , him . 28
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b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder yang digunakan yaitu bahan-bahan hukum yang
secara langsung mendukung bahan hukum primer yang diperoleh dari ilmu
pengetahuan termasuk namun tidak terbatas kepada buku-buku, karangan ilmiah,
literatur, serta dokumen-dokumen vyang berhubungan dengan pelaksanaan
hubungan kerja.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu buku, makalah, laporan yang memuat pendapat
ahli hukum tentang bahan hukum primer dan sekunder antara lain:* Kamus besar
Bahasa Indonesia, Kamus Hukum, Internet serta data pendukung lainnya.

3. Teknik Pengumpulan Data

1) Penelitian Kepustakaan (Library Research)

Penelitian kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data sekunder dengan
cara membaca, menelaah dan mengutip peraturan perundang-undangan, buku-
buku dan literatur yang berkaitan dengan masalah penerapan hubungan kerja yang
tidak berdasarkan perjanjian kerja.

2) Penelitian Lapangan (Field Research)

Penelitian lapangan ini menggunakan alat bantu berupa pedoman
wawancara dengan salah satu pihak karyawan atau pekerja, dan pengurus pada PT
XYZ.

4. Teknik Analisa Data

% 1bid.,
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Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik
analisa kualitatif dengan menggambungkan semua temuan terhadap data primer,
data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, sekunder dan bahan hukum
tersier, sehingga menghasilkan data yang dapat mengkritisi, menguraikan,
menyesuaikan dengan metode analisa kualitatif yaitu penafsiran hukum, penalaran
hukum, argumentasi rasional atas permasalahan.

F. Sistematika Penulisan

BAB | Pendahuluan

Pada bab ini diuraikan mengenai latar belakang masalah, perumusan
masalah, tujuan dan manfaat penulisan, kerangka teoritis dan konseptual,
metode penelitian, serta sistematika penulisan.
BAB Il Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Kontra
Menjadi Karywan Magang Pada PT XYZ

Pada bab ini akan diuraikan dan atau dijelaskan tentang tinjauan hukum
mengenai perlindungan hukum bagi karywan kontra dan karyawan magang
pada PT XYZ berdasarkan regulasi yang ada.
BAB |11l Faktor Yang Mempengaruhi Perubahan Status Karyawan
Kontrak Menjadi Karyawan Magang Ditinjau Dari Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja
Pada bab ini akan diuraikan dan dijelaskan tentang pengertian syarat dan
ketentuan hubungan kerja serta faktor-faktor atau alasan-alasan yang
mempengaruhi perubahan status karyawan kontrak menjadi karyawan magang

Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja
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BAB IV Perbandingan Perubahan Status Karyawan Kontrak Menjadi
Karyawan Magang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
Tentang Cipta Kerja Dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003
Tentang Ketenagakerjaan
Pada bab ini akan diuraikan dan dijelaskan tentang perbandingan pengangkatan
karyawan kontrak menjadi karyawan magang berdasarkan Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Dan Undang-Undang Nomor 13
Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
BAB V Penutup

Pada bab ini merupakan bagian akhir dari seluruh kegiatan penulisan yang
berisi kesimpulan yang mana berupa inti dari jawaban pokok-pokok
permasalahan dan saran yang berupa usulan rekomendasi yang tertuang dalam

kesimpulan.






